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BAB II 

SISTEM SYIRKAH MENURUT HUKUM ISLAM 

 

A. Pengertian dan Dasar Hukum Syirkah 

Bagi hasil sebagaimana telah disebutkan adalah suatu istilah yang sering 

digunakan oleh orang-orang dalam melakukan usaha bersama untuk mencari 

keuntungan antara kedua belah pihak yang mengikatkan dirinya dalam suatu 

perjanjian. 

Menurut istilah bahasa, bagi hasil adalah transaksi pengelolahan bumi dengan 

(upah) sebagian hasil yang keluar dari padanya. Yang dimaksudkan disini adalah 

pemberian hasil untuk orang yang mengolah atau menanami tanah dariyang 

dihasilkannya seperti setengah atau sepertiga atau lebih dari itu atau pula lebih rendah 

sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (petani dan pemilik tanah).1 

Sedangkan dalam Undang-undang No. 2 Tahun 1960 tentang bagi hasil di 

Indonesia yang terdapat dalam pasal 1 dikemukakan sebagai berikut: 

"Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang 

diadakan antara pemilik pada suatu pihak dan seseorang atau badan hukum pada 

pihak lain yang dalam Undang-undang ini disebut penggarap, berdasarkan bagian 

mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha 

                                                           
1 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, (Bandung: PT. Al-ma‟arif, 1988) Jilid XII,  146 
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pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah 

pihak". 

Penghormatan terhadap perjanjian menurut hukum Islam hukumnya wajib, 

melihat pengaruhnya yang positif dan perannya yang besar dalam memelihara 

perdamaian dan melihat urgensinya dalam mengatasi kemusyrikan, menyelesaikan 

perselisihan dan menciptakan kerukunan. 

Di dalam ungkapan orang Arab: 

َََََََََََََََََََََََََََََََََََََمَ هَ   ب ََذَ كَ ي ََمَ لَ ف َ َمَ هَ ث َ دَ حَ وَ َمَ هَ مَ لَ ظَ ي ََمَ لَ ف َ َاسَ النَ َلَ امَ عَ َنَ مَ 

Artinya: "Siapa orang berinteraksi (bergaul) dengan manusia, maka 
hendaklah ia tidak menzalimi mereka. Dan siapa yang berbicara dengan manusia, 
maka hendaklah tidak berbohong pada mereka".2 

 
Dan yang tidak kalah pentingnya dalam pelaksanaan perjanjian, baik dalam 

perjanjian usaha maupun perjanjian yang lainnya serta untuk menjaga silaturrahmi 

dan kepercayaan antara kedua belah pihak maka harus dilakukan dengan perjanjian 

secara tertulis dan juga untuk menjaga supaya tidak ada kesalahpahaman antara kedua 

belah pihak. Sebagaimana telah dijelaskan dalam 

al-Qur‟an surat al-Baqarah ayat 282, yang berbunyi: 

اَال ذ ين َآم ن واَ اي  ن ت مَ ي اَأ ي ُّه  ت ب وه ََإ ذ اَت د  َأ ج لٍَم س مًّىَف اك  ي نٍَإ لَ   ب د 

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman apabila kamu bermu‟amalah 
tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kamu menulisnya”.3 

                                                           
2 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, (Bandung:PT. Al-Ma‟arif, 1987) Jilid XI, 190. 
3 Departemen Agama RI, al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Semarang: Toha Putra,1982), 70. 
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Secara umum prinsip bagi hasil dalam perbankan syari‟ah dapat dilakukan 

dalam empat akad utama, yaitu: Mudharabah, Syirkah, Muzara'ah, dan Musaqah. 

Sungguhpun demikian, prinsip yang paling banyak dipakai adalah musyarakah 

(syirkah) dan Mudārabah sementara Muzara'ah dan Musaqah dipergunakan khusus 

plantation financing atau pembiayaan pertanian oleh beberapa bank Islam. 

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis, dalam skripsi ini 

hanya akan dibahas mengenai musyarakah atau syirkah. 

1. Pengertian Syirkah 

Istilah lain dari musyarakah adalah syarikah atau syirkah.4 Secara bahasa al-

syirkah berarti al-ikhtilat (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, 

sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak milik atau 

perserikatan usaha.5 Yang dimaksud percampuran disini ialah seseorang 

mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk 

dibedakan. Sedangkan menurut istilah, para fuqaha berbeda pendapat mengenai 

pengertian syirkah, diantaranya menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan 

syirkah ialah akad antara dua orang yang berserikat dalam modal dan keuntungan.6 

Sedangkan menurut Imam Taqyuddin Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini, yang 

dimaksud dengan syirkah ialah: 

ََقَ ال َ َتَ وَ ب َ ث َ َنَ عَ َةَ ارَ ب عََ  يَ الشَ َف 
َ صَ خَ شَ ل ََدَ احَ وَ الَ َءَ  َعَ وَ ي َ الشََُّةَ هَ ىَجَ لَ عَ َادَ اعَ صَ فَ َي 

                                                           
4 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syari‟ah: Deskripsi dan 

Ilustrasi,(Yogyakarta: Ekonosia, 2003), 87. 
5 Ghufron A. Mas'adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2002), 191. 
6 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah: Jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 317. 
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Artinya: "Ibarat penetapan suatu hak pada sesuatu yang satu untuk dua 
orang atau lebih dengan cara yang telah diketahui" .7 

 
Menurut Hasbi Ash-Shiddieqie, bahwa yang dimaksud dengan syirkah ialah 

akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk ta'awun dalam bekerja pada 

suatu usaha dan membagi keutungannya.8 

Dari beberapa pengertian di atas, pada intinya pengertian syirkah sama, yaitu 

kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yaitu keuntungan dan 

kerugiannya ditanggung bersama. Hasil keuntungan dari musyarakah juga diatur, 

seperti halnya pada mudārabah, sesuai dengan prinsip pembagian keuntungan dan 

kerugian (Profit and Loss Sharing Principle atau PLS) atau seperti yang istilahnya 

digunakan oleh Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang bagi hasil. Keuntungan 

dibagi menurut proporsi yang telah sebelumnya, kedua pihak memikul resiko 

kerugian financial. 

Dalam hal pembagian kewenangan yang dimiliki setiap partner, pendapat 

mazdhab Hanafi mengatakan, bahwa setiap partner dapat mewakilkan seluruh 

pekerjaannya, meliputi penjualan, pembelian, peminjaman dan penyewaan kepada 

orang lain, namun partner yang lainnya mempunyai hak untuk tidak mewakilkan 

pekerjaannya kepada orang lain. Dapat dipahami, literature fiqh memberikan 

kebebasan kepada partner untuk mengelola (managing) kerjasama atas dasar kontrak 

musyarakah. Setiap partner dapat mengadakan bisnis dengan berbagai jalan yang 

                                                           
7 Imam Taqyuddin Abi Bakr Ibn Muhammad Al-Husaini, Kifayatul Akhyar, (Surabaya: Toko 

Kitab Hidayah,tt), 280. 
8 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 125. 
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mendukung untuk merealisasikan tujuan kontrak ini, yaitu untuk mencapai 

keuntungan (profit) sesuai dengan persetujuan yang telah mereka sepakati. Secara 

umum, pembagian syirkah terbagi menjadi dua, yaitu; syirkah amlak dan syirkah 

uqūd.9 Syirkah amlak mengandung pengertian sebagai kepemilikan bersama dan 

keberadaannya muncul apabila dua atau lebih orang secara kebetulan memperoleh 

kepemilikan bersama atas suatu kekayaan tanpa telah membuat perjanjian kemitraan 

yang resmi. Misalnya dua orang menerima warisan atau menerima pemberian 

sebidang tanah atau harta kekayaan, baik yang dapat atau tidak dapat dibagi-bagi. 

Syirkah amlak sendiri terbagi menjadi dua bentuk, yaitu syirkah ijbāriyyah 

dan syirkah ikhtiyāriyyah. Syirkah ijbāriyyah adalah syirkah terjadi tanpa adanya 

kehendak masing-masing pihak. Sedangkan syirkah ikhtiyāriyyah adalah syirkah 

yang terjadi atas adanya perbuatan dan kehendak pihak-pihak yang berserikat. 

Sedangkan syirkah al-„uqūd dapat dianggap sebagai kemitraan yang 

sesungguhnya, karena para pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan 

untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagi untung dan risiko. 

Perjanjian yang dimaksud tidak perlu merupakan suatu perjanjian yang formal dan 

tertulis. Dapat saja perjanjian itu informal dan secara lisan. Dalam syirkah ini, 

keuntungan dibagi secara proporsional diantara para pihak seperti halnya mudārabah. 

Kerugian juga ditanggung secara proporsional sesuai dengan modal masing-masing 

yang telah diinvestasikan oleh para pihak. 

                                                           
9 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunah, Jilid 4, 317. 
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Fuqaha‟ Mesir yang kebanyakan bermadzhab Syafi'i dan Maliki berpendapat 

bahwa perkongsian (syirkah) terbagi atas empat macam,10 yaitu: 

a. Syirkah „Inan 

b. Syirkah Mufāwaḍah 

c. Syirkah Abdān 

d. Syirkah Wujūh 

Ulama Hanafiyah membagi menjadi tiga macam11 yaitu: 

a. Syirkah Amwāl 

b. Syirkah A'māl 

c. Syirkah Wujūh 

Masing-masing dari ketiga bentuk itu terbagi menjadi Mufāwaḍah dan „Inan. 

Di bawah ini dijelaskan tentang definisi dari macam-macam syirkah yang tersebut di 

atas, sebagai berikut: 

a. Syirkah „Inan 

Syirkah „Inan adalah persekutuan dalam pengelolaan harta oleh dua orang. 

Mereka memperdagangkan harta tersebut dengan keuntungan dibagi dua. Dalam 

syirkah ini, tidak disyaratkan sama dalam jumlah modal, begitu juga wewenang dan 

keuntungan.12 

                                                           
10 Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 188. 
11 Ibid, 188. 
 
12 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunah., Jilid 4,  318. 
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Ulama fikih sepakat membolehkan perkongsian jenis ini. Hanya saja mereka 

berbeda pendapat dalam menentukan persyaratannya, sebagaimana mereka berbeda 

pendapat dalam memberikan namanya. Dalam syirkah „inan, para mitra tidak perlu 

orang yang telah dewasa atau memiliki saham yang sama dalam permodalan. 

Tanggung jawab mereka tidak sama sehubungan dengan pengelolaan bisnis mereka. 

Sejalan dengan itu, pembagian keuntungan diantara mereka mungkin pula tidak sama. 

Namun, mengenai hal ini harus secara tegas dan jelas ditentukan di dalam perjanjian 

kemitraan yang bersangkutan. Bagian dari kerugian yang harus ditanggung oleh 

masing-masing mitra sesuai dengan besarnya modal yang telah ditananamkan oleh 

masing-masing mitra. 

Perkongsian ini banyak dilakukan oleh manusia karena di dalamnya tidak 

disyaratkan adanya kesamaan dalam modal dan pengolahan. Boleh saja modal satu 

orang lebih banyak dibandingkan yang lainnya, sebagaimana dibolehkan juga 

seseorang bertanggungjawab sedang yang lain tidak. Begitu pula dalam bagi hasil, 

dapat sama dan dapat juga berbeda, bergantung pada persetujuan yang mereka buat 

sesuai dengan syarat transaksi.13 

Dalam perseroan semacam ini yang menjadi investasi adalah uang. Sebab, 

uang adalah nilai kekayaan dan nilai harga yang harus dibeli. Sedangkan modal tidak 

boleh digunakan untuk mengadakan perseroan ini, kecuali kalau sudah dihitung 

nilainya pada saat melakukan transaksi, dan nilai tersebut akan dijadikan sebagai 

investasi pada saat terjadinya transaksi. Syarat investasi tersebut harus jelas, sehingga 
                                                           

13 Rachmat Syafe'i, Fiqh Muamalah, h. 189 
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bisa langsung dikelola. Sebab, perseroan dengan investasi yang tidak jelas, tidak 

diperbolehkan. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan mengadakan perseroan 

dengankekayan yang tidak ada atau hutang. 

Perseroan model „inan  ini dibangun dengan prinsip perwakilan (wakalah) dan 

kepercayaan (amanah), sebab masing-masing pihak telah mewakilkan kepada 

perseronya. Kalau perseroan telah sempurna dan telah menjadi satu maka para 

persero tersebut harus secara langsung terjun melakukan kerja, sebab perseroan 

tersebut pada badan atau diri mereka. Sehingga tidak diperbolehkan seseorang 

mewakilkan kepada orang lain untuk menggantikan posisinya dengan badan orang 

tersebut, untuk mengolah perseroannya.14 

b. Syirkah mufāwaḍah 

Arti dari mufāwaḍah menurut bahasa adalah persamaan. Syirkah mufāwaḍah 

adalah sebuah persekutuan di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di 

dalamnya adalah sama, baik dalam hal modal, pekerjaan maupun dalam hal 

keuntungan dan resiko kerugian.15 Syirkah mufāwaḍah ini mempunyai syarat-syarat 

sebagai berikut: 

a. Harta masing-masing persero harus sama 

b. Persamaan wewenang dalam membelanjakan 

c. Persamaan Agama 

                                                           
14 Taqyuddin An-Nabhani, An-Nidlam Al-Iqtishadi fil Islam. Alih bahasa. Drs. Moh. Magfur 

Wachid, Membangun Sistem Ekonomi At-Ternatif Persepektif Islam, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 
156-157.   

15 Ghufron A. Mas'adi, Fiqih Muamalah Kontekstual, 194-195. 
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d. Setiap persero harus dapat menjadi penjamin, atau wakil dari persero 

lainnya dalam hal pembelian dan penjualan barang yang diperlukan.16 

Dari Imam madzhab berbeda pendapat mengenai hukum dan bentuk syirkah 

mufāwaḍah  ini. 

Imam Malik dan Imam Abu Hanifah secara garis besar sependapat atas 

kebolehannya, meski keduanya masih berselisih pendapat tentang beberapa syarat. 

Sedangkan Imam Syafi‟i berpendapat bahwa syirkah mufāwaḍah itu tidak boleh.17 

Imam Malik berpendapat, dinamakan syirkah mufāwaḍah ialah persekutuan 

antara dua orang atau lebih dalam modal dan keuntungan, dengan ketentuan masing-

masing anggota menyerahkan kepada orang lain, hak bertindak atas nama syirkah, 

baik para anggotanya hadir semua atau tidak hadir, tanpa syarat modal masing-

masing harus sama besarnya serta tanpa kewajiban memasukkan harta baru yang 

diperoleh salah seorang anggota di dalam modal syirkah.18 

Imam Abu Hanifah mempertegas perbedaan syirkah „inan dengan 

mufāwaḍah. Dalam syirkah „inan hanya uang saja yang diperhatikan tidak mesti 

sama besarnya jumlah sahamnya, sedangkan dalam syirkah mufāwaḍah haruslah 

sama jumlah modal dari para persero. Sesuai dengan sebutan “mufāwaḍah”, 

                                                           
16 AbdurRahman Al-Jaziri, Khitabul Fiqh ala Madzahibul Arba‟ah. Alih bahasa. Drs. H. 

Moh. Zuhri, Dapl. Tafl, dkk. Fiqih Empat Madzhab, jilid 4, (Surabaya: Adhi Grafindo, 1994), 150. 
17 Ibnu Rusdy, cet I, Bidayatul Al-Mujtahid. Alih Bahasa. Imam Ghazali Said, Bidayatul 

Mujtahid. Jilid 4, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), 306. 
18 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijazah dan Syirkah, (Bandung: Al-

Ma‟arif,1987), 57-58. 
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dikehendaki adanya dua perkara: kesamaan macam hartanya (modal), juga 

keseluruhan hak, milik kedua belah pihak.19 

Imam Syafi‟i mengemukakan alasan bahwa sebutan syirkah itu hanya berlaku 

pada percampuran harta saja. Dan syirkah itu bukan merupakan jual beli dan 

pemberian kuasa.20 

Untuk mencapai persamaan sebagaimana disyaratkan dalam syirkah 

mufāwaḍah, adalah perkara sukar, karena banyak menyangkut kesamaran (gharar) 

dan ketidakjelasan (jalalah).21 

Karena jenis aqad mufāwaḍah  ini tidak ada ketentuan dalam syariat. Lebih-

lebih lagi tentang tercapainya kesamaan (seperti yang dimintakan pesyarat) adalah 

sesuatu yang sukar, mengingat adanya gharar dan ketidakjelasan.22 

Dengan demikian, setiap orang akan menjamin yang lain, baik dalam 

pembelian atau penjualan. Orang yang bersekutu tersebut saling mengisi dalam hak 

dan kewajibannya, yakni masing-masing menjadi wakil yang lain atau menjadi orang 

yang diwakili oleh lainnya. Selain itu, dianggap tidak sah jika modal salah seorang 

lebih besar dari pada yang lainnya, antara seorang anak kecil dengan orang dewasa, 

juga antara muslim dengan kafir, dan lain-lain. Apabila salah satu dari syarat di atas 

                                                           
19 Hamzah Ya‟kub, Kode Etik Dagang Menurut Islam, (Bandung: Diponegoro, 1992),  261-

262. 
20 Ibnu Rusdy, cet I, Bidayatul Al-Mujtahid…, 306. 
21 Hamzah Ya‟kub, Kode Etik..., 262. 
22 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, 177. 
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tidak terpenuhi perkongsian ini berubah menjadi perkongsian „inan karena tidak 

adanya kesamaan.23 

c. Syirkah Wujūh 

Perkongsian wujūh adalah bersekutunya dua pemimpin dalam pandangan 

masyarakat tanpa modal, untuk membeli barang secara tidak kontan dan akan 

menjualnya secara kontan, kemudian keuntungan yang diperoleh dibagi diantara 

mereka dengan syarat tertentu.24 Penamaan wujūh karena tidak terjadi jual beli secara 

tidak kontan jika keduanya tidak dianggap pemimpin dalam pandangan manusia 

secara adat. Perkongsian ini pun dikenal sebagai bentuk perkongsian karena adanya 

tanggung jawab bukan karena modal atau pekerjaan. 

Menurut Hanafi dan Hambali, syirkah wujūh dibolehkan karena merupakan 

suatu bentuk pekerjaan. Dengan begitu, syirkah wujūh dianggap sah. Juga syirkah 

wujūh dibolehkan berbeda dalam masalah pemilikan dalam pembelian, sehingga 

keuntungan menjadi milik mereka yang disesuaikan dengan bagian masing-masing.25 

Imam Syafi‟i dan Maliki menganggap syirkah wujūh batil karena yang disebut 

syirkah hanya yang berdasarkan modal dan kerja, sedangkan kedua unsur tersebut 

tidak ada dalam syirkah wujūh. 

Berdasarkan pendapat yang membolehkan perkongsian ini, keduanya 

dibolehkan mendapatkan keuntungan masing-masing setengah atau lebih dari 

setengah sesuai dengan persyaratan yang disepakati. Dalam segi keuntungan, 

                                                           
23 Ibid, 190 
24 Rachmat Syafi‟i, Fiqih Muamalah, 191. 
25 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Jilid 4, 319. 
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hendaklah dihitung berdasarkan perkiraan bagian mereka dalam kepemilikan, tidak 

boleh lebih dari itu sebab perkongsian ini didasarkan pada kadar tanggung jawab 

pada barang dagangan yang mereka beli, baik dengan harta maupun pekerjaan. 

Dengan demikian, keuntungan pun harus diukur berdasarkan tanggung jawab, tidak 

boleh dihitung melebihi kadar tanggungan masing-masing. 

d. Syirkah abdān atau syirkah a‟māl 

Syirkah abdān adalah dua orang sepakat untuk menerima suatu pekerjaan 

dengan keuntungan upah dibagi menurut kesepakatan bersama.26 Hal tersebut banyak 

dijumpai pada tukang-tukang kayu, tukang besi, kuli angkut, tukang jahit dan yang 

tergolong kerja dalam bidang jasa. 

Syirkah abdān ini juga disebut syirkah a‟māl, karena yang dijadikan 

sebagaimodal adalah tenaga masing-masing persero. Syirkah abdān ini juga dapat 

merupakan kerjasama antara tukang-tukang yang berbeda keahliannya, misalnya 

antara tukang kayu dengan tukang batu, dan sebagainya. 

Imam Syafi‟i tidak membenarkan syirkah ini dengan alasan bahwa 

perkongsian hanya berhubungan dengan harta bukan kerja. Menurut beliau kerja itu 

tidak tertentu batas-batasnya sehingga mengandung kesamaran.27 

Perkongsian jenis ini dibolehkan oleh ulama Malikiyah, Hanabilah, dan 

Zaidiyah. Dengan alasan, antara lain bahwa tujuan dari perkongsian ini adalah 

mendapatkan keuntungan. Namun demikian, ulama‟ Malikiyah menganjurkan syarat 

                                                           
26 Ibid, 319. 
27 Hamzah Ya‟kub, Kode Etik…, 262-263. 
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untuk kesahihan syirkah itu, yaitu harus ada kesatuan usaha. Mereka melarangnya 

kalau jenis barang yang dikerjakan keduanya berbeda, kecuali masih ada kaitannya 

satu sama lain. Misalnya usaha penenunan dan pemintalan. Selain itu, keduanya harus 

berada di tempat yang sama. Jika berbeda tempat, syirkah ini tidak sah. 

Dari beberapa pengertian yang telah dijelaskan di atas, maka dapatdiketahui 

bahwa, syirkah adalah suatu kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih 

dalam usaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama. 

Pembagian keuntungan bagi tiap partner harus dilakukan berdasarkan 

perbandingan persentase tertentu, bukan ditentukan dalam jumlah yang pasti. 

Menurut para pengikut mazhab Hanafi dan Hambali, perbandingan persentase 

keuntungan harus ditentukan dalam kontrak. Penentuan jumlah yang pasti bagi setiap 

partner tidak dibolehkan, sebab seluruh keuntungan tidak mungkin direalisasikan 

dengan melampaui jumlah tertentu, yang dapat menyebabkan partner yang lain tidak 

memperoleh bagian dari keuntungan tersebut. 

Menurut pendapat pengikut mazhab Syafi‟i, pembagian keuntungan tidak 

perlu ditentukan dalam kontrak, karena setiap partner tidak boleh melakukan 

penyimpangan antara kontribusi modal yang diberikan dan tingkat ratio keuntungan. 

Menurut Nawawi, keuntungan dan kerugian harus sesuai dengan proporsi modal yang 

diberikan, apakah dia turut kerja atau tidak, bagian tersebut harus diberikan dalam 

porsi yang sama diantara setiap partner.28 

                                                           
28 Abdullah Saeed, Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi 

Kontemporer, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 110. 
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Para pengikut mazhab Syafi‟i tidak membolehkan perbedaan antara 

perbandingan pembagian keuntungan dengan kontribusi modal yang disertakan dalam 

kontrak musyarakah, sedangkan menurut pengikut mazhab Hambali dan Hanafi 

pembagian tersebut sedapat mungkin dilakukan lebih fleksibel. Setiap partner dapat 

membagi keuntungan berdasarkan ketentuan porsi yang sama atau tidak sama. 

Misalnya partner yang memberikan 1/3 dari keseluruhan modal musyarakah dapat 

diperoleh ½ atau lebih dari keuntungan. Prinsipnya setiap partner berhak 

mendapatkan keuntungan yang ditentukan oleh beberapa hal, yaitu modal, peran 

dalam pekerjaan, atau tanggung jawab dalam kontrak. 

Apabila terjadi kerugian (loss), keempat mazhab sunni mengatakan, bahwa 

dalam kotrak musyarakah tidak ada fleksibilitas pembagian kerugian dengan 

perbandingan kontribusi modal yang disertakan dalam kontrak. Pembagian kerugian 

harus dilakukan secara teliti sesuai dengan perbandingan kontribusi modal yang 

disertakan dalam kontrak. Menurut Jaziri, jika salah satu partner mensyaratkan 

partner lain untuk menanggung lebih besar jumlah kerugian dari pada perbandingan 

kontribusi modal yang disertakan dalam kontrak, maka kontrak tersebut dinyatakan 

batal dan tidak sah. 

2. Dasar Hukum Syirkah 

Adapun yang dijadikan dasar hukum oleh para ulama atas kebolehan syirkah, 

antara lain: 
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َى ر ي  ر ة َم ر ف  و عا ،َق الَ ب َ أ ََاهَ وَ اَرَ مَ  َأ بِ   َع ن  َد او د  َ كَ ي رََ الشَ َثَ الَ اَثَ ن أَ َ):َ)َلَ وَ قَ ي َ َاللَ َنَ :َإَ و  اَه َ دَ حَ أ ََنَ خَ   يََل َ امَ َي 

 ((.امَ هَ ن يََ ب َ َنَ مَ َتَ جَ رَ خَ َوَ انَ اَخَ ذَ إَ ،َفَ َوَ بَ احَ صَ 

Artinya, ”Hadith yang diriwayatkan oleh Abū Dawud dari Abū Hurairah, dalam 
sebuah hadith marfū‟. Ia berkata, Sesungguhnya Allah berfirman, ”Aku jadi yang 
ketiga di antara dua orang yang berserikat selama yang satu tidak khianat terhadap 
yang lainnya, apabila yang satu berkhianat kepada pihak yang lain, maka keluarlah 
aku dari mereka".29 

 

Selain itu, juga diterangkan dalam al-Qur‟an surat Ṣad ayat 24, yang 

berbunyi: 

َوَ  َو ق ل يل  َالص ال  ات  َو ع م ل وا َآم ن وا َال ذ ين  َإ لا َب  ع ضٍ َع ل ى َب  ع ض ه م  َل ي ب غ ي َالْ  ل ط اء  َم ن  كَ ث ير ا َى مَ إ ن  َم ا
Artinya: “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu 
sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang 
yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini”.30 

B. Rukun dan Syarat-Syarat Syirkah 

Dalam suatu perjanjian bagi hasil (profit sharing) sebagaimana dalam istilah-

istilah yang diterangkan di atas, diperlukan adanya suatu rukun dan syarat-syarat agar 

menjadi sah. Rukun syirkah yang harus ada dalam melakukan kerjasama antara dua 

orang atau lebih sebagai berikut31: 

1. Aqidain (dua orang yang melakukan perjanjian syirkah) 

2. Sighot (ijab dan qabul) 

                                                           
29  Muhammad al Amin bin Mohammad bin al Muhtar al Jukni al Asyingkity, Ath Waul 

Bayan fi Idlohil Qur‟an bil Qur‟an, jilid 19, (Beirut: Darul Fikr, 1995), 79.  
30 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, 735. 
31 AbdurRahman Al-Jaziri, Khitabul Fiqh…, 139. 
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3. Mahal (tempat atau sasaran dalam syirkah), dalam hal ini ada 2 macam 

yaitu: 

a. Harta 

b. Pekerjaan  

Rukun syirkah diperselisihkan oleh para ulama‟ madzhab, menurut ulama‟ 

Hanafiyah, rukun syirkah ada dua, yaitu ijab dan qabul, sebab ijab qabul (akad) yang 

menentukan adanya syirkah.32Sedangkan yang lain, seperti dua orang yang 

melakukan perjanjian syirkah, dan harta adalah diluar hakekat dan dzatnya perjanjian 

syirkah. Tata cara ijab dan qabul ialah bahwasanya salah seorang berkata: Aku 

berserikat denganmu pada barang ini dan ini. Kemudian pihak teman serikatnya 

menjawab: Ya, aku menerimanya.33 

Menurut golongan Asy-Syafi‟iyah, mereka berpendapat bahwa bentuk syirkah 

„inan sajalah yang sah, sedangkan bentuk syirkah yang lain batal. Sedangkan 

rukunnya terdiri daripada 3 bagian34: 

1. Sighat, yang terdiri dari: 

a. Ijab 

b. Qabul  

2. Dua orang yang bersekutu. 

3. Harta sebagai modal. 

                                                           
32  Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, 127.  
33 AbdurRahman Al-Jaziri, Khitabul Fiqh…, 139. 
34 Ali Fikri, Al-Muamalatul Madiyah wal Adabiyah, (Mesir: Mustafa al-Babil al Halabi, tt), 

236-237. 
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Dalam rukun syirkah mempunyai syarat: 

1. Shigat, yang terdiri dari ijab dan qabul yang mempunyai syarat: 

a. Pengelolaan di isyaratkan menddapat izin dari para sekutu 

didalamnya menjual dan membeli. 

b. Kalau diantara anggota sebagai pengelola, maka harus ada ijab dan 

qabul sebagai tanda pemberian izin diantara mereka, bahwa dia 

diperbolehkan sebagaimana jabatan yang diberikannya. 

c. Jika beberapa pekerjaan bisa dilakukan bersama-sama maka harus 

mendapatkan izin dari anggota yang lainnya dan pemberian izin itu 

merupakan kepercayaan yang diberikan kepadanya, dan tidak 

boleh melebihi tugas kepercayaan yang diberikannya. 

d. Kata sepakat itu bias dimengerti, sebagai pengertian izin yang 

dipercayakan, seperti kami jadikan harta ini sebagai harta syirkah 

dan saya izinkan kamu mengelola dengan jalan yang biasa dalam 

perdagangan pada umumnya. Pengertian ini dijawab dengan 

ucapan (saya terima) dengan jawaban inilah yang dimaksud 

sebagai aqad shigat. 

2. Dua orang yang berserikat, didalamnya terdapat beberapa syarat, 

yaitu: 

a. Pandai  

b. Baliqh 

c. Merdeka 
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3. Modal, di dalamnya terddapat beberrapa syarat: 

a. Bahwa modal itu berupa barang misli, artinya barang yang dapat 

dibatasi oleh takaran atau timbangan dan barang tersebut bias 

dipesan, seperti emas dan perak. Keduanya bias dibatasi dengan 

timbangan. 

b. Bahwa modal dicampur sebelum perjanjian syirkah berlangsung, 

sehingga salah satunya tidak bias dibedakan lagi dengan yang 

lainnya. 

c. Bahwa modal yang dikeluarkan oleh masing-masingg anggota itu 

sejenis artinya modal tersebut adalkah sama jenisnya. Jadi tidak 

sah, kalau salah satu anggota mengeluarkan modal yang berbeda. 

Oleh karena itu aqad syirkah tidak dikatakan syah, jika tidak memenuhi 

syarat-syarat diatas. Bagi anggota perseroan yang mempunyai cacat mata (buta) 

diperbolehkan menjadi pemegang saham. Dalam hal ini diantara yang cacat mata, 

apabila dikehendaki untuk mengelola perseroan ia berhak mewakilkan dengan syarat 

wakil tersebut harus sudah baliqh dan pandai serta mempunyai keahlian dibidang 

pekerjaan tersebut.  

 

Syarat-syarat syirkah dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) macam: 

1. Syarat orang (pihak-pihak) yang mengadakan perjanjian serikat atau 

kongsi itu haruslah 

a. Orang yang berakal 
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b. Baligh 

c. Dengan kehendak sendiri (tidak ada unsur paksaan) 

2. Syarat-syarat mengenai modal yang disertakan dalam serikat, hendaklah 

berupa: 

a. Modal yang dapat dihargai (lazimnya selalu disebutkan dalam bentuk 

uang) 

b. Modal yang dijadikan satu oleh masing-masing persero yang menjadi 

harta perseroan, dan tidak diperbolehkan lagi darimana asal-usul 

modal itu.35 

Ulama Hanafi menerangkan bahwa syarat-syarat yang berkaitan dengan 

syirkah terbagi menjadi empat macam: 

1. Berkaitan dengan bentuk syirkah, syirkah dengan harta maupun dengan 

yang lainnya mempunyai dua syarat: 

a. Berkaitan dengan hal yang dijanjikan (al-Maq‟ud Alaih). Perkara yang 

dijadikan perjanjian itu hendaknya bisa diwakilkan. 

b. Berkaitan dengan keuntungan, hendaknya keuntungan merupakan . 

bagian yang bersifat umum dan bisa diketahui, seperti separoh, 

sepertiga dan sebagainya. Apabila keuntungan tidak diketahui, atau 

ditentukan dengan jumlah bilangan maka akad syirkah batal. 

                                                           
35 Chairiman Pasaribu, dkk, Hukum Perjanjian Dalam Islam, (Jakarta: Sinar Grafindo, 1994), 

76. 
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2. Berkaitan dengan syirkah baik syirkah „inan maupun syirkah mufāwaḍah, 

mempunyai 3 (tiga) sifat: 

a. Modal syirkah itu berupa mata uang emas atau perak yang sama 

nilainya. Seperti paund Mesir, dan lain-lainnya. Keuntungan antara 

mereka sesuai dengan prosentasi yang mereka berikan, demikian pula 

mengenai kerugian. 

b. Modal itu telah ada pada saat perjanjian berlangsung, atau ketika 

dilakukan pembelian. 

c. Modal syirkah tidak berupa hutang. Sebab hutang adalah uang ghoib 

(tidak hadir), sedangkan ketentuan diatas telah dijelaskan bahwa syarat 

modal berupa uang yang hadir di waktu perjanjian berlangsung.36 

3. Berkaitan dengan syarat-syarat syirkah mufāwaḍah, yaitu: 

a. Nilai saham dari masing-masing persero harus sama. 

Seandainya salah satu patner memiliki lebih banyak modal, maka 

syirkah tidak sah. 

b. Mempunyai wewenang bertindak yang sama. 

Tidak sah syirkah antara anak kecil dengan orang yang sudah baligh. 

c. Mempunyai agama yang sama. 

Syirkah orang muslim dengan non muslim tidak boleh. 

                                                           
36 AbdurRahman Al-Jaziri, Khitabul Fiqh…, 141-142. 
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d. Setiap persero harus menjadi penjamin, atau wakil persero lainnya 

baik dalam pembelian dan penjualan, barang-barang yang 

diperlukan.37 

4. Berkaitan dengan syarat-syarat„inan, yaitu:  

a. Tidak disyaratkan adanya persamaan nilai saham, wewenang dan 

keuntungan. 

b. Seorang persero boleh menyerahkan sahamnya lebih besar dari saham 

persero yang lain. 

c. Setiap persero dapat diberikan tanggung jawab tanpa ikut seta 

rekannya yang lain.38 

Imam Malik menerangkan bahwa syarat-syarat syirkah, yaitu: 

1. Para sekutu harus merdeka dan baligh serta cakap. 

2. Sighot, harus menunjukkan pada persekutuan walaupun terjadi secara „urf 

baik perkataan maupun perbuatan. 

3. Modal harus satu jenis. 

4. Keuntungan dan kerugian harus sesuai dengan ukuran modal yang 

dimasukkan.39 

Imam Hambali, meneranggkan bahwa syarat-syarat syirkah, yaitu: 

1. Syarat-syarat sah yang tidak berakibat menimbulkan bahaya dan 

perjanjian syirkah tidak tergantung padanya. Seperti ketika para angota 

                                                           
37 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunah, 177. 
38 Hamzah Ya‟kub, Kode Etik…, 261. 
39 Ali Fikri, Al-Muamalatul Madiyah…, 236-237. 
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syirkah mengadakan perjanjian hendaknya mereka tidak menjual kecuali 

dengan aturan demikian, atau sebagainya. Itu adalah sah dan tidak 

menimbulkan bahaya sama sekali. 

2. Syarat-syarat yang batil yang tidak dikehendaki pada saat perjanjian. 

Seperti mensyaratkan tidak batalnya syirkah dalam jangka waktu satu 

tahun atau yang lainnya. Syarat-syarat itu yang menjadi batalnya 

perjanjian dan tidak boleh dilaksanakan. 

3. Syarat-syarat yang menjadi sandaran sahnya perjanjian syirkah, yaitu ada 

beberapa perkara, ialah: 

a. Modal diketahui oleh para anggota. 

b. Modal itu hadir. Jadi tidak sah syirkah dengan modal yang ghoib, atau 

dalam tanggungan seperti perjanjian kerjasama niaga. 

c. Dijanjikan agar masing-masing anggota mendapatkan keuntungan 

yang sudah diketahui, yang bersifat serikat, seperti separoh, sepertiga 

atau semisalnya.40 

Syarat-syarat yang berhubungan dengan syirkah secara umum,41 yaitu: 

1. Dapat Dipandang Sebagai Perwakilan 

Hendaklah setiap orang yang bersekutu saling memberikan wewenang kepada 

sekutunya untuk mengolah harta, baik ketika memberi, menjual, bekerja, dan lain-

lain. Dengan demikian, masing-masing dapat menjadi wakil bagi yang lainnya. 

                                                           
40 Abdur Rahman Al-Jaziri, Khitabul Fiqh…, 151-152. 
41 Rachmat Syafe‟i, Fiqh Muamalah, 194. 
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2. Ada Kejelasan Dalam Pembagian Keuntungan 

Bagian masing-masing dari yang bersekutu harus jelas, seperti seperlima, 

sepertiga atau sepuluh persen (10%). Jika keuntungan tidak jelas (majhul), akad 

menjadi fasid (rusak) sebab laba merupakan bagian umum dari jumlah. 

3. Laba Merupakan Bagian Umum Dari Jumlah 

Laba hendaklah termasuk bagian yang umum dari perkongsian, tidak 

ditentukan, seperti satu pihak mendapat sepuluh, dua puluh, dan lain-lain. Hal ini 

karena perkongsian mengharuskan adanya penyertaan dalam laba, sedangkan 

penentuan akan menghilangkan hakikat perkongsian. 

Persyaratan khusus pada syirkah amwal, baik pada perkongsian „inan maupun 

mufāwaḍah adalah sebagai berikut42: 

1. Modal syirkah harus ada dan jelas 

Jumhur ulama‟ empat madzhab berpendapat bahwa modal dalam perkongsian 

harus jelas dan ada, tidak boleh berupa utang atau harta yang tidak ada di tempat, baik 

ketika akad maupun ketika jual beli. Namun demikian, jumhur ulama‟, diantaranya 

ulama‟ Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah tidak mensyaratkan harus bercampur 

terlebih dahulu sebab penekanan perkongsian terletak pada akad bukan pada 

hartanya. Maksud akad adalah pekerjaan dan laba merupakan hasil. Dengan 

demikian, tidak disyaratkan adanya percampuran harta seperti pada mudārabah. 

Selain itu perkongsian adalah akad dalam hal mendayagunakan (tasyarruf) harta yang 

mengandung unsur perwalian, maka dibolehkan mengolahnya sebelum bercampur. 
                                                           

42 Rachmat Syafe‟i, Fiqh Muamalah, 194. 
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Ulama‟ Malikiyah memandang bahwa ketiadaan syarat percampuran tidak 

berarti menghilangkannya sama sekali, tetapi dapat dilakukan secara nyata atau 

berdasarkan hukumnya. 

Ulama‟ Syafi‟iyah, Zafar, dan Zahiriyah mensyaratkan percampuran harta 

sebelum akad. Dengan demikian, jika dilakukan, setelah akad, hal itu dipandang tidak 

sah.Perbedaan pendapat di atas berdampak pada ketentuan lainnya. Jumhur ulama‟ 

membolehkan perkongsian sejenis, tetapi berbeda bentuk, seperti uang dinar dengan 

uang dirham, asal nilainya sama. Sebaliknya ulama‟ Syafi‟iyah dan Zafar, tidak 

membolehkannya sebab akan sulit mencampurkannya. 

2. Modal harus bernilai atau berharga secara mutlak 

Ulama‟ fikih dari empat madzhab sepakat bahwa modal harus berupa sesuatu 

yang bernilai secara umum, seperti uang. Oleh karena itu, tidak sah modal syirkah 

dengan barang-barang, baik yang bergerak (manqul) maupun tetap („aqar). Adapun 

Imam Malik tidak mensyaratkan bahwa modal itu harus berupa uang, tetapi 

memandang sah dengan dinar atau dirham. Begitu pula memandang sah dengan 

benda, dengan memperkirakan nilainya. Ia beralasan bahwa perkongsian adalah akad 

pada modal yang jelas. Dengan demikian, benda dapat diserupakan dengan uang. 

Tentang perkongsian dengan barang yang tidak berharga universal, seperti yang 

mengandung persamaan dalam timbangan, takaran, atau hitungan banyaknya, seperti 

kacang, telur, dan lain-lain. Ulama‟ Syafi‟iyah dan Malikiyah membolehkannya 

dengan alasan benda takaran dan timbangan tersebut apabila dicampur, akan 

menghilangkan batas perbedaan antara keduanya, seperti percampuran pada uang. 
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Adapun ulama‟ Malikiyah membolehkannya berdasarkan nilai percampurannya 

bukan berdasarkan nilai jual beli, bagaimana pada benda sebab dua makanan yang 

bercampur akan sulit dibedakan, sedangkan pada benda akan mudah dibedakan. 

Sementara itu, ulama‟ Hanabilah melarang bentuk syirkah di atas. Ulama‟ 

Hanafiyah, Syi‟ah Imamiyah, dan Zaidiyah berpendapat bahwa bentuk perkongsian 

ini, yakni dengan barang-barang yang di takar, ditimbang dan dihitung, adalah 

dilarang sebelum adanya percampuran. 

C. Batalnya Perjanjian Syirkah 

Ketika kita melaksanakan perjanjian, tidak semua pihak menepati hasil 

kesepakatan dalam perjanjian, sehingga perjanjian yang telah disepakati itu akan 

batal, begitu pula dengan perjanjian syirkah. Adapun perkara yang membatalkan 

syirkah terbagi atas dua hal. Ada perkara yang membatalkan syirkah secara umum 

dan ada pula yang membatalkan sebagian yang lainnya. 

1. Pembatalan syirkah secara umum 

a. Pembatalan dari salah seorang yang bersekutu. 

b. Meninggalnya salah seorang syarik 

c. Salah seorang syarik murtad atau membelot ketika perang 

d. Gila 

e. Modal para anggota syirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama 

syirkah  

2. Pembatalan secara khusus sebagian syirkah 

a. Harta syirkah rusak 
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Apabila harta syirkah seluruhnya atau harta salah seorang rusak sebelum 

dibelanjakan, perkongsian batal. Hal ini terjadi pada syirkah amwāl. Alasannya, yang 

menjadi barang transaksi adalah harta, maka kalau rusak, akad menjadi batal 

sebagaimana terjadi pada transaksi jual beli. 

b. Tidak ada kesamaan modal 

Apabila tidak ada kesamaan modal dalam syirkah mufāwaḍah pada awal 

transaksi, perkongsian batal sebab hal itu merupakan syarat transaksi mufāwaḍah. 

D. Pembagian Keuntungan Dalam Syirkah 

Dalam setiap kerjasama antara dua orang atau lebih pasti mempunyai suatu 

tujuan yang dimungkinkan akan mudah dicapai apabila dilaksanakan bersama. 

Demikian juga dengan syirkah, pengertian syirkah telah dijelaskan dimuka secara 

tersirat dapat diketahui bahwa tujuan syirkah adalah untuk mencapai serta 

memperoleh laba atau keuntungan, yang akan dibagi bersama dengan kesepakatan 

yang dibuat oleh para anggota syirkah pada saat mengadakan perjanjian langsung. 

Bahwa syariat memberikan izin untuk meningkatkan laba atas kontrak 

kontribusi masing-masing pihak dalam asset bisnis ini. Meskipun demikian, syariat 

mengharuskan agar kerugian dibagi secara proposional berdasarkan besarnya 

kontribusi terhadap modal.43 

Dalam syirkah tentu saja dari modal ataupun tenaga didapat dari anggota, 

sehingga keuntungan itu harus mengalami pembagian antara anggota yang ada di 

                                                           
43 M. Umer Capra, Al-Qur‟an Menuju Sistem Ekonomi Moneter Yang Adil, (Yogyakarta: 

Dana Bakti Prima Yasa, 1997), 238.    
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dalam perseroan karena berasal dari modal dan tenaga. Para Ulama telah sepakat 

dalam pembagian keuntungan harus sesuai dengan presentasi jumlah modal yang 

disetorkan oleh masing-masing anggota sebesar 50% maka keuntungan yang akan 

diperoleh juga 50%. 

Kemudian mereka berselisih pendapat mengenai modal yang berbeda akan 

tetapi pembagian keuntungan sama, seperti harta yang disetorkan kepada syirkah itu 

sebesar 30%, sedangkan yang lain menyetorkan 70%, sedangkan pembagian 

keuntungan masing-masing anggota syirkah sebesar 50%. 

Imam Malik dan Imam Syafi‟i tidak memperbolehkan pembagian semacam 

ini, dengan alasan tidak boleh dibagi pihak yang bekerjasama mensyaratkan 

kerugian.44 

Imam Hanafi dan Imam Hambali, memperbolehkan pembagian keuntungan 

berdasarkan dengan sistem diatas, dengan syarat pembagian itu harus melalui 

kesepakatan terlebih dahulu antara para anggota persero. 

Alasan Imam Malik dan Imam Syafi‟i yang melarang hal itu, karena mereka 

berpendapat bahwa keuntungan adalah hasil pengembangan modal yang ditanamkan 

atau disetorkan, sehingga pembagian keuntungan harus mencerminkan modal yang 

ditanamkan, selain itu juga berpendapat tidak diperbolehkan mensyaratkan 

keuntungan diluar modal yang ditanamkan. 

                                                           
44 Ibnu Rusdy, cet I, Bidayatul Al-Mujtahid. Alih Bahasa. Imam Ghazali Said, Bidayatul 

Mujtahid. Jilid 4, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), 304. 
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Keuntungan dan kerugian, keduanya akan ditentukan berdasarkan atas jumlah 

modal yang ditanamkan dan pembagiannya tergantung dari kesepakatan mereka.45 

Keuntungan adalah pertumbuhan modal, sedangkan kerugian adalah 

pengurangan modal. Apabila penanaman modal yang dilakukan oleh kedua belah 

pihak itu sama dan mereka menetapkan pembagian yang tidak seimbang di dalam 

keuntungan dan kerugian, hal itu berarti menentang ketentuan syirkah, hal ini sama 

saja dengan mereka memutuskan bahwa semua keuntungan akan bertambah kepada 

satu pihak saja. 

Sedangkan ada yang memungkinkan pembagian keuntungan tidak sama 

dengan presentasi jumlah modal yang disetorkan adalah karena dalam setiap usaha 

bersama bukan hanya modal yang menjadi pertimbangan utama antara satu anggota 

dengan anggota yang lain karena terdapat perbedaan pengalaman dan kemampuan 

dalam menjalankan modal.46 

E. Gharar Dalam Syirkah 

Adalah keniscayaan bagi setiap muslim untuk bekerja sama dalam bidang 

ekomoni. Karena bekerja merupakan kewajiban, dan sesuai dengan perintah rasul, 

”Bekerjalah untuk bekal akhiratmu seakan kamu mati esok hari”.47Akan tetapi, 

semua kerja sama tersebut harus berdasarkan tuntunan al-Quran dan as-aSunnah. 
                                                           

45 Taqyuddin An-Nabhani, II, An-Nidlam Al-Iqtishadi fil Islam. Alih Bahasa. Drs. Moh. 
Magfur wachid, Membangun Sistem Ekonomi Al-Ternatif Persepektif Islam, (Surabaya: Risalah Gusti, 
1996), 157.  

46 Nejatullah Siddiq, Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam, (Jakarta: Dana 
Bhakti Prima Yasa, 1996), 22. 

47 Abu Abdullah Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abi Bakr Ibn Farh al-Anshari al-Khazriji 
Syamsyuddin al-Qurthubi.. Al-Jami Li Ahkam al-Qur‟an. (Riyad: Dar Alam al-Kutub, 2003) Juz 16. 
Hal 18. 
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Sebelum memulai bekerja sama terlebih dahulu harus mengetahui metode 

menghasilkan laba yang sesuai dengan tuntunan syariat. Dan, mentasharrufkannya 

sesuai tuntunan syariat Islam pula. Hal ini perlu mendapatkan perhatian khusus 

karena berbagai madzhab ekonomi yang ada dewasa ini tidak islami sama sekali. 

Sebab diformulasikan oleh non-Muslim. Misalnya, pengelolaan bank atau perusahaan 

tidak ada satu pun yang sesuai dengan pengelolaan yang sesuai standar syar‟i . hal 

itu, bisa karena adanya praktik riba atau gharar.48  

Sedangkan setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip 

kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha; al-riḍā bi al-riḍā). Mereka 

harus mempunyai informasi yang sama (complete information) sehingga tidak ada 

pihak yang merasa dicurangi/ ditipu karena ada sesuatu yang unknown to one party  

(keadaan di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak 

lain, ini merupakan asymmetric information). 

Dengan kata lain, Islam melarang adanya gharar dalam bertransaksi di dalam 

mu‟amalah diantaranya di dalam syirkah, yaitu ”Transaksi yang mengandung 

ketidakpastian dan ketidakjelasan bagi kedua pihak (uncertainty to both parties ).”  

Gharar  merefleksikan unsur al-qimar, yang berarti satu pihak “untung” dan 

sementara pihak lain “dirugikan”. 

                                                           
48 Muhammad al-Amin Ibn Muhammad al-Mukhtarm al-Jiqni al-Syinqiti. Adwa al-bayan fi 

idah al-Qura‟an bi al-Quran. (Baerut: Dar al-Fikr, tt). Jilid 6. Hal 79. 
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Secara lughawi, gharar  dimaknai sebagai al-khatr  dan al-taghrir  yang 

berarti suatu penampilan yang menimbulkan kerusakan, atau sesuatu yang tampaknya 

menyenangkan, namun dalam realitasnya justru memunculkan kebencian. Seperti 

dalam firman Allah SWT surat 3 ayat 185 sebagai berikut: 

 َ ََ ََ  ََ َ  َ  ََ َ

   َ ََ   َ َ َ ََ َ  َ  ََ َ

 ََ
Artinya: “Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. dan Sesungguhnya pada hari 

kiamat sajalah disempurnakan  pahalamu. barangsiapa dijauhkan dari neraka dan 

dimasukkan ke dalam syurga, Maka sungguh ia Telah beruntung. kehidupan dunia 

itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan”. 

Kemudian Wahbah al-Zuhayli mengatakan bahwa gharar  adalah al-khida 

(penipuan), yaitu suatu tindakan yangdi dalamnya diperkirakan tidak ada unsur 

kerelaan. 

Sedangkan dalam pengertian istilahi, al-Zuhayli mendifinisikan gharar  atas 

dasar aneka konsep yang ditawarkan oleh para fuqaha49, yaitu: 

a) Al-Sarakhsi, dari mazhab Hanafi, berpandangan gharar adalah ma yakunu 

mastur al-aqibah, yaitu sesuatu yang tersembunyi akibatnya. 

                                                           
49

 Sirajul Arifin, Tsaqafah Jurnal Peradaban Islam, vol 6, 2010, hal 324-325 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

50 
 

   

b) Al-Qarafi, ddari kalangan mazhab Maliki, mengatakan bahwa asl al-gharar 

huwa al-ladhi la yudra hal yuhsal  am la ka al-tayr fi al-hawa‟wa al-samak fi 

al-ma‟, yaitu sesuatu yang tidak diketahuiapakah ia akandiperoleh atau tidak, 

seperti burung di udara dan ikan di air. 

c) Shirazi, seorang ulama yang bermazhab Syafi‟i, berkata bahwa gharar adalah 

ma intawa „anh amruh wa khafiya „alayh aqibatuh, adalah sesuatu yang 

urusannya tidak diketahui dan akibatnya tersembunyi. 

d) Ibn Taymiyah mengatakan bahwa gharar  bermakna al-majhul al-aqibatuh,  

yaitu tidak diketahui akibatnya. 

e) Ibn al-Qayyim berpendapat bahwa gharar adalah ma la yuqaddaru „ala 

taslimih akana mawjudan aw ma‟duman ka bay‟ al-„abd al-abiq, wa al-ba‟ir 

al-sharid, wa in kana mawjudan,  yaitu suatu yang tidak bisa diukur 

penerimaannya, baik barang itu ada maupun tidak ada, seperti menjual hamba 

yang melarikan diri dan unta yang liar meskipun ada. 

f) Ibn Hazm mendefinisikan gharar  dengan ma la yadri al-mustari ma ishtara, 

aw al-ba‟I ma ba‟a, yakni suatu keadaan dimana ketika pembeli tidak tahu 

apa yang dia beli atau penjual tidak tahu apa yang dia jual. 

 

Karena keberadaan gharar dapat menciderai syirkah itu sendiri, maka tidak 

boleh melakukan gharar dalam syirkah. Atau dengan bahasa lain tidak boleh 
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melakukan pengkongsian (syirkah) yang dibangun di atas landasan gharar. Menurut 

Syafi‟iyah, akad syirkah mufawadah bisa jadi haram bila terdapat gharar.50   

                                                           
50 Ibid. juz 3, hal 238 
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BAB III 

PEMBAGIAN KEUNTUNGAN DI RENTAL PLAY STATION DESA 

MLORAH KEC. REJOSO KAB. NGANJUK 

A. Gambaran Umum Tentang Daerah Penelitian 

1. Keadaan geografis 

Keadaan geografis Desa Mlorah Kecamatan Rejoso Kabupaten 

Nganjuk, keadaan cuaca beriklim tropis yang meliputi dua musim (musim 

kemarau dan musim hujan). Luas wilayah 64,827 Ha dengan luas untuk 

pemukiman umum 4,355 Ha, dan selebihnya sawah dan ladang. Curah 

hujan selama setahun 2500 mm/dan hujan terjadi pada bulan Desember-

Juni temperatur rata-rata 18-23 0C, tingginya curah hujan saat ini yang 

kurang menentu, bisa membuat turun pendapatan dari Rental Play Station 

tersebut. Karena, minat anak-anak untuk keluar main Play Station hanya 

sedikit. Banyak yang dilarang oleh orang tuanya ketika cuaca mendung 

untuk main Play Station takutnya anak tersebut kehujanan dan jatuh sakit. 

Namun ada juga yang masih datang hanya untuk main Play Station.  

Jarak terhadap ibu kota kecamatan 3 km, jarak terhadap ibu kota 

kabupaten 8 km. daerah yang membatasi Desa Mlorah Kecamatan Rejoso 

Kabupaten Nganjuk dengan batasan-batasan sebagai berikut:1 

a. Sebelah utara    : Desa Rejoso 

                                                           
1
 Data tentang geografis Desa Mlorah Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk. 
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b. Sebelah selatan : Desa Mungkung 

c. Sebelah barat    : Desa Jatirejo 

d. Sebelah timur   : Desa Puhkerep  

Sementara itu berdasarkan statistik tahun 2010 bahwa jumlah 

penduduk Desa Mlorah Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk berjumlah 

1535 jiwa dengan perincian berdasrkan umur dan jenis kelamin dapat 

dilihat dalam tabel berikut ini:2 

Table 1 
Jumlah 

Penduduk berdasarkan umur 
No. Usia Jumlah 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

0-5 tahun 
6-10 tahun 
11-15 tahun 
16-20 tahun 
21-25 tahun 
25 ke atas 

191 
117 
131 
151 
119 
826 

 
 

Tabel 2 
Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin 

No. Jenis kelamin Keterangan 
1. 
2. 

Laki-laki 
Perempuan 

757 
778 

 

Dari sekian banyak jumlah penduduk yang ada, masih 

dimungkinkan bertambah dan berkurangnya penduduk, karena diakibatkan 

                                                           
2
 Bapak Dodik Hermawan selaku Kepala Desa, Wawancara, di Mlorah, 18 November 

2011 
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adanya angka kematian dan kelahiran disamping itu juga adanya 

penduduk yang pindah ke daerah lain atau kekota diluar wilayah Rejoso. 

2. Kehidupan keagamaan, keadaan pendidikan dan keadaan perekonomian 

masyarakat Desa Mlorah Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk 

a. Kehidupan keagamaan 

Mayoritas penduduk Desa Mlorah Kecamatan Rejoso 

Kabupaten Nganjuk beragama Islam, meskipun penduduk yang bukan 

asli Desa tersebut (pendatang) yang masih beragama Islam. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:3 

Table 3 
Agama Penduduk Desa Mlorah 

No. Agama Persentase 
1. 
2. 
3. 
4. 

Islam 
Kristen 
Hindu 
Budha 

99% 
1% 
0% 
0% 

 Jumlah 100% 
 

b. Kondisi sosial pendidikan 

Pendidikan masyarakat desa Mlorah sekarang sudah banyak 

yang mengenyam pendidikan sampai kejenjang perguruan tinggi. 

Namun juga ada yang masih buta huruf. Lebih jelasnya sebagaimana 

tabel dibawah ini: 

No. Keterangan Jumlah 
1. 
2. 

Penduduk usia 10 tahun ke atas yang buta 
huruf 

27 orang 
93 orang 

                                                           
3
 Bapak Soleh selaku tokoh masyarakat, Wawancara, di Mlorah, 18 November 

2011. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

53 
 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

Penduduk tidak tamat SD/sederajat 
Penduduk tamat SD/sederajat 
Penduduk tamat SLTP/sederajat 
Penduduk tamat SLTA/sederajat 
Penduduk tamat D – 1 
Penduduk tamat D – 2 
Penduduk tamat D – 3 
Penduduk tamat S – 1 
Penduduk tamat S – 2 

348 orang 
227 orang 
180 orang 
3 orang 
2 orang 
4 orang 
26 orang 

- 

 

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa pendidikan masyarakat 

Desa Mlorah suddah cukup baik karena sudah banyak yanng 

mengenyam pendidikan sampai kejenjang perguruan tinggi, walaupun 

ada juga yang masih buta huruf. Jika dibanding dengan dessa-desa 

sama jauhnya dari ibu kota, Desa Mlorah bisa dibilang Desa yang 

cepat berkembang bila dilihat dari tingkat pendidikan masyarakatnya. 

c. Keadaan ekonomi masyarakat 

Mata pencaharian masyarakat Desa Mlorah meliputi: 

No. Keterangan Jumlah 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 

Petani 
Pekerja disektor industri 
PNS 
Pensiunan ABRI 
Pegawai swasta 
Pegawai BUMN 
Pemilik warung 
Pemilik kios 
Angkutan bermotor 
Tukang kayu 
Tukang bangunan 
Tukang border 

151 orang 
100 orang 
12 orang 
2 orang 
15 orang 
1 orang 
15 orang 
9 orang 
35 orang 
17 orang 
25 orang 
13 orang 
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Dari tabel diatas menunjukkan bahwa mata pencaharian 

masyarakat Desa Mlorah yang paling banyak adalah petani. Keadaan 

perekonomian masyarakat Desa Mlorah tergolong menengah keatas, 

hal ini tidak terlepas dari faktor alam yang begitu subur, dan tingkat 

kesuburan tanah meliputi: 

Sangat subur   47,524 Ha 

Subur      5,255 Ha 

Sedang     3,213 Ha 

Sebagian besar masyarakat Desa adalah petani. Pada umumnya 

masyarakat Mlorah pada musim hujan menanam Padi dan pada musim 

kemarau masyarakat Mlorah menanam bawang merah, semangka, 

sebagian lagi aada yang menanam jagung dan kedelai. Dari faktor 

alam yang sangat mendukung itulah para petani lebih suka tanahnya 

dijadikan lahan pertanian untuk bercocok tanam. 

Dari tanah yang sangat subur, masyarakat lebih suka 

menggarap sawahnya sendiri daripada disewakan. Dan jika 

masyarakat diberi pilihan antara uang atau sawah mereka lebih 

memilih sawah. Ini pernah terjadi waktu lalu ketika akan ada 

pemilihan kepala Desa dan Pemerintah setempat ingin menjadikan 

Desa Mlorah menjadi sebuah kelurahan. Masyarakat menolak dengan 

alasan jika Desa Mlorah dijadikan kelurahan otomatis Kepala 

kelurahannya dapat imbalan gaji dari Pemerintah. Jika Desa Mlorah 
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tetap menjadi sebuah Desa, imbalan buat Kepala Desa adalah tanah 

Bengkok. Dari kesuburan tanah tersebut yang membuat masyarakat 

tidak mau mengganti Desa menjadi sebuah Kelurahan.4 Salah satu 

contoh yang menunjukkan kesuburan tanahnya yaitu hasil panen yang 

melimpah setiap musimnya rata-rata 960 ton/Ha. 

B. Sejarah Singkat Rental Play Station di Desa Mlorah 

Untuk memperoleh gambaran umum tentang keadaan Rental Play 

Station di Desa Mlorah dan untuk memudahkan pembahasan serta pemecahan 

masalah yang dihadapi terlebih dahulu harus mengetahui sejarah berdirinya 

Rental Play Station tersebut. Karena sejarah merupakan suatu rantaian 

peristiwa yang tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan maupun masalah 

yang dihadapi. Dengan semakin berkembangnya teknologi di era seperti 

sekarang ini, banyak teknologi canggih yang disukai anak-anak salah satunya 

permainan Play Station. Yang sekarang ini telah digandrunggi anak-anak 

kecil maupun orang dewasa dan sedikit demi sedikit telah menggerus 

permainan tradisional anak-anak yang terdahulu yang bisa dimainkan tanpa 

mengeluarkan uang sepersen pun. 

Berdasarkan kenyataan semacam ini telah berdiri Rental Play Station, 

pada tanggal 21 Mei 2010 di Desa Mlorah Kecamatan Rejoso Kabupaten 

Nganjuk. Rental Play Station  ini didirikan atas kerjasama antara 3 (tiga) 

orang anak yang sudah tidak melanjutkan sekolah kejenjang yang lebih tinggi. 
                                                           

4
 Bapak Sofyan selaku masyarakat, Wawancara, di Mlorah, 18 November 2011. 
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Untuk kerjasama dalam satu pekerjaan membuat Rental Play Station dengan 

sistem iuran bersama antar anggota atau yang sering terdengar ditelinga kita 

dengan istilah ‗patungan’. Dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan 

yang di inginkan oleh semua anggota. Yang nantinya keuntungan tersebut 

dibagi rata ke anggota kerjasama tersebut.  

Lama-kelamaan dalam kerjasama ini ada perubahan dalam pembagian 

hasil kerjanya yang disesuaikan dengan sip jaga mereka, yaitu dengan cara 

hasil dari penjagaan Rental Play Station tersebut selama waktu kurang lebih 8 

jam jaga untuk hasilnya langsung masuk uang saku mereka masing-masing 

tanpa dikumpulkan terlebih dahulu seperti bulan-bulan kemarin. Dikarenakan, 

dalam waktu 3 bulan terakhir ditemukan adanya kejanggalan dalam rincian 

perolehan keuntungan dalam penjagaan rental tersebut. Dalam rincian 

perolehan tersebut tidak seperti biasanya yang sebanding dengan pendapatan 

dan pengeluaran, sedangkan penghitungan 3 bulan terakhir ini menunjukkan 

masih besar pengeluaran dibandingkan dengan pendapatan. 

Sejak peristiwa tersebut, cara pembagian keuntungan di Rental Play 

Station ini di rubah sesuai dengan sip jaga anggota mereka. Sebelum adanya 

peristiwa tersebut pembagian rental ini sebagai berikut5: 

1. Penjagaan rental secara bergilir selama kurang lebih 8 jam pergantian. 

2. Pembagian keuntungan diambil dari perolehan tiap bulan dikurangi 

pengeluaran rental dan gaji, sisanya masuk kas. 
                                                           

5
 Faris selaku ketua Rental Play Station, wawancara, 14 januari 2012 
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3. Membayar uang kas perminggu sebesar Rp 25.000,00 

4. Ada kerusakan diambilkan dari uang kas. 

Setelah adanya peristiwa itu pembagiannya dirubah seperti berikut: 

1. Penjagaan rental tetap bergilir selama kurang lebih 8 jam pergantian. 

2. Pembagian keuntungan diambil langsung dari penghasilan jaga rental 

tersebut. 

3. Membayar uang kas perminggu sebesar Rp 25.000,00 

4. Pembayaran listrik dan pembelian peralatan rental ditanggung bersama. 

Seperti, ketika ada kerusakan salah satu barang dari Play Station 

tersebut mereka membelikan barang yang baru dengan mengambil uang kas 

kalau uang kas tidak mencukupi untuk pembelian barang tersebut. Mereka 

sepakat iuran bersama ‗patungan‘ lagi dengan besar uang yang sama sesuai 

dengan kesepakatan untuk menutupi kekurangan dalam pembelian barang 

tersebut, misalnya kerusakannya pada stik Play Station tersebut yang 

harganya berkisar antara @Rp 45.000,00 sampai @Rp 75.000,00. Nanti besar 

uang yang harus mereka keluarkan adalah harga stik Play Station : 3 anggota, 

dan hasilnya dibulatkan. Dan sisa dari ‗patungan‘ mereka dimasukkan uang 

kas yang nantinya bisa digunakan untuk keperluan yang lainnya. Dalam 
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pembelian barang sekiranya uang dari ‗patungan‘ tersebut kurang bisa 

diambilkan langsung dari uang kas tersebut. 6 

C. Pelaksanaan Perjanjian di Rental Play Station Desa Mlorah 

Pelaksanaan perjanjian sebuah kerjasama adalah suatu hal yang harus 

mendapatkan perhatian khusus dari semua pihak. Dan harus adanya ijab dan 

qabul bahwasanya salah satu peserikat mengucapkan ―aku berserikat 

denganmu pada barang ini‖. Kemudian pihak teman serikatnya menjawab ―ya 

aku menerimanya‖. Dengan akad seperti inilah bisa dikatakan dalam  syirkah 

ini sah. Untuk itu penulis akan menjelaskan tentang syarat-syarat menjadi 

anggota, penanaman modal dan pembagian keuntungan. 

1. Syarat-syarat menjadi anggota Rental Play Station 

Seseorang yang ingin menjadi anggota Rental, harus sudah memenuhi 

syarat-syarat menjadi anggota Rental Play Station tersebut. Sedangkan, 

syarat menjadi anggota rental adalah sebagai berikut7: 

a. Nilai dari saham masing-masing anggota harus sama. 

b. Mempunyai wewenang bertindak sama. 

c. Mempunyai agama yang sama. 

d. Setiap persero harus menjadi penjamin, atau wakil persero lainnya 

baik dalam pembelian dan penjualan barang-barang yang diperlukan. 

                                                           
6
 Hasan selaku anggota, Wawancara, 20 November 2011. 

7
 Ibid 
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e. Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hokum 

yakni: 

 Dewasa  

 Tidak berada dalam perwalian dan sebagainya 

2. Penanaman modal 

Penanaman modal merupakan suatu kewajiban yang mutlak yang 

harus dipenuhi oleh para anggota Rental Play Station yang telah 

menyetujui perjanjian kerjasama (syirkah) dengan cara memasukkan 

sejumlah uang ke dalam persekutuan. Uang tersebut nantinya akan 

dipergunakan sebagai modal sesuai dengan kesepakatan mereka pada 

waktu melakukan perjanjian. 

Perjanjian bagi hasil (profit sharing) adalah perjanjian yang diadakan 

antara pemilik pada suatu pihak dan seseorang untuk melakukan 

kerjasama dalam suatu usaha dengan tujuan mencari keuntungan. 

Perolehan modal dari kerjasama Rental Play Station tersebut adalah 

iuran para anggotanya untuk memulai usahanya yang biasa disebut dengan 

istilah ‗patungan’. 

Modal yang digunakan untuk mendirikan Rental Play Staton ini 

adalah mutlak dari iuran mereka bertiga antara Faris 23 tahun, Afan 20 

tahun, dan Hasan 26 tahun sepakat untuk mengeluarkan modal masing-

masing per anak Rp 5.000.000-. Jadi total iuran mereka sejumlah uang Rp 
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15.000.000,00-,. Yang nantinya akan dipergunakan untuk keperluan 

pembelian barang-barang sebagai penunjang Rental Play Station tersebut.  

3. Pengelolaan rental 

Dalam pengolahan modal setelah terkumpul dari tiga anggota tersebut 

dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut8:  

Tabel Pengelolaan Modal 
 

No. Nama barang Jumlah barang Harga /unit 

1. Television 5 700.000,00 

2. Play station 5 1.000.000,00 

3. Stik play station 5 (pasang) 80.000,00 

4. Tempat kontrakan 1 (rumah) 3.000.000,00 

5. Listrik 1 (bulan) 400.000,00 

 Jumlah 12.300.000,00 

 

Setiap usaha, apa pun bentuknya, harus memiliki pola kerja yang 

terstruktur dengan baik agar bisa berjalan maksimal dan meraup laba yang 

ditargetkan, bila memungkinkan dapat melambung tinggi. Untuk itu,  tiga 

anak di Desa Mlorah, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, dalam 

menjalankan kerjasama (syirkah) di bidang Rental Play Station ini mereka 

menyusun pola kerja sip-sipan dalam menjalankan kerjasama tersebut.  

                                                           
8
 Hasan selaku anggota, wawancara, 20 November 2011 
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Dengan berbekal modal yang terbatas dan pengetahuan yang minim 

mereka nekat menjalankan kerjasama dalam pengelolaan Rental Play 

Station ini. Sedangkan untuk mengatur regulasi dan menjaga rental 

tersebut. Sebagai solusinya, mereka membuat jadwal jaga secara bergilir. 

Rental Play Station  yang buka selama dua puluh empat jam perhari, 

membagi jam jaga jadi tiga sip. Dalam hal ini,  per orang mendapatkan 

jatah jaga 8 jam. Sip pertama mulai pukul 07.00—14.00, sip ke dua mulai 

pukul 14—22, dan sip ketiga 22—07. Dan mereka berjaga secara bergilir 

tiap harinya.  

Dari tiga anggota yang terlibat dalam kerjasama (syirkah) Rental Play 

Station ini, masing-masing mendapatkan satu sip jaga. Namun, tiap 

minggu sip itu akan digilir. Maksudnya, yang pada minggu pertama 

mendapatkan jaga sip pertama, pada minggu berikutnya mendapatkan sip 

kedua; sedangkan yang sebelumnya jaga pada sip kedua, mendapatkan 

jatah jaga pada sip ketiga, dan yang mendapatkan jaga sip tiga, minggu 

berikutnya jada pada sip pertama. Dan pada minggu keempat dimulai dari 

minggu pertama lagi. Begitu seterusnya. Sehingga terjadi pemerataan jam 

kerja. Setiap orang dapat merasakan jaga pada sip satu, dua, dan tiga. 

Untuk lebih jelasnya, lihat tabel berikut9: 

 

 
                                                           

9
 Afan selaku anggota,  wawancara, 13 Januari 2012. 
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Tabel Jadwal Penjagaan Rental 

No Sip Waktu 
Petugas Minggu 

Pertama Kedua Ketiga 

1 Pertama 07—14 WIB Faris Afan Hasan 

2 Kedua 14—22 WIB Hasan Faris Afan 

3 Ketiga 22—07 WIB Afan Hasan Faris 

Dengan pola kerja di atas, kerjasama Rental Play Station ini dapat 

berjalan sesuai dengan rencana yang mereka inginkan untuk menghindari 

kecurangan dalam perolehan keuntungan tiap  harinya. Dan juga masing-

masing dari ketiga anggota dapat merasakan terjun langsung dalam 

perolehan hasil rental meraka. Dengan demikian, Rental Play Station ini 

dapat berjalan sesuai dengan keinginan yang mereka sepakati. 

   

4. Pembagian Keuntungan 

Tujuan utama didirikannya kerjasama adalah untuk memperoleh 

keuntungan, kemudian keuntungan tersebut dibagi dan digunakan untuk 

keperluan masing-masing anggotanya. Dalam kerjasama yang dilakukan 

di Rental Play Station ini adalah kerjasama antara 3 pihak anggota pemilik 

yang melakukan kerjasama dalam sebuah usaha.  

Sehingga penulis hanya sedikit mendapatkan data laporan dari tempat 

Rental Play Station ini. Karena, data rental ini tidak di bukukan penulis 

hanya interview saja dalam penggalian data ini. 
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Keuntungan yang diperoleh dari anggota Rental Play Station di Desa 

Mlorah ini diperoleh langsung dari penjagaan Rental Play Station tersebut 

yang sesuai dengan sip jaga anggota masing-masing tanpa melalui 

pegumpulan hasil usaha terlebih dahulu. Maksutnya, uang dari perolehan 

penjagaan rental tersebut langsung menjadi hak mereka masing-masing. 

Pembagian seperti ini penghasilannya tidak bisa ditentukan/ditafsirkan, 

karena penghasilan tiap harinya berbeda-beda. Apalagi dalam penghasilan 

antar anggota pun berbeda-beda tanpa ada kesamaan. 

Pembagian jam jaga rental ini di beri waktu per anggota 8 jam kerja. 

Setiap anggota penghasilan perharinya bisa mencapai hasil perolehan 

minimal Rp 24.000,00 – Rp 30.000,00. Semua anggota telah sepakat 

dengan perjanjian tersebut, karena mereka berfikiran kalau kerja sebagai 

buruh tani dengan waktu jam kerja mulai pukul 06.00 wib sampai pukul 

16.00 wib hanya mendapatkan bayaran Rp 25.000,00. Dibandingkan 

dengan kerja menjaga rental selama 8 jam dan kerjanya itu hanya duduk 

nyantai sambil nunggu pelanggan datang jauh lebih ringan ketimbang 

kerja di sawah jadi buruh tani. Dengan alasan seperti inilah mereka mau 

menyepakati kerjasama tersebut.10 

 

 

 
                                                           

10
 Faris selaku ketua Rental Play Station, wawancara, 22 November 2011. 
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Perolehan dalam jaga Rental Play Station ini tiap minggunya mereka 

mendapatkan hasil yang tidak sama antara pihak yang satu dengan pihak 

yang lainnya. Seperti yang tergambar dalam tabel dibawah ini11: 

Tabel Perolehan Perminggu 
No. Nama Hasil perolehan dalam mingguan 

Pertama Kedua Ketiga 

1. Faris  Rp252.000 Rp147.000 Rp210.000 

2. Hasan Rp126.000 Rp168.000 Rp236.000 

3. Afan Rp168.000 Rp189.000 Rp231.000 

 

                                                           
11

 Faris, Hasan, dan Afan, wawancara, 28 Januari 2012  
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Dalam menyikapi hasil perolehan perminggu seperti tabel di atas. 

Mereka saling bisa menerima keadaan seperti ini tanpa ada rasa kecewa 

terhadap perolehan tersebut. Dan mereka bertiga beranggapan bahwa ―jika 

sekarang hasil perolehan saya lebih sedikit dibanding dengan yang 

lainnya, mungkin minggu depan perolehan saya bisa lebih banyak 

dibanding yang lainnya‖. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

63 
 

BAB IV 

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI 

SYIRKAH Di RENTAL PLAY STATION DESA MLORAH 

KECAMATAN REJOSO KABUPATEN NGANJUK 

 

A. Mekanisme Syirkah di Rental Play Station Desa Mlorah 

Usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih diperlukan adanya 

perjanjian usaha, dimana akan memudahkan jika nantinya terdapat kesalahan-

kesalahan yang terjadi dalam perjanjian tersebut. 

Penghormatan terhadap perjanjian menurut hukum islam hukumnya 

wajib, melihat pengaruhnya yang positif dan perannya yang besar dalam 

memelihara perdamaian dan melihat urgensinya dalam mengatasi 

kemusyrikan, menyelesaikan perselisihan dan menciptakan kerukunan. 

Dalam melakukan kerjasama dalam suatu usaha, diperlukan modal 

yang cukup untuk mendirikannya. Begitu juga dengan Rental Play Station ini 

yang membutuhkan modal sebesar Rp 15.000.000,00, dengan rincian sebagai 

berkut: 

Modal yang digunakan untuk mendirikan Rental Play Station ini 

adalah modal iuran antara Faris 23 tahun Rp 5.000.000,00, Afan 20 tahun Rp 

5.000.000,00, dan Hasan 26 tahun Rp 5.000.000,00. jadi total iuran mereka 
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Rp 15.000.000,00,.  Dengan rincian pembelian 5 tv scond 21 in seharga @RP 

700.000,00, 5 Play Station 2 @Rp 1.000.000,00, 5 Stik Play Station @Rp 

80.000,00, bayar tempat kontrakan setahun Rp 3.000.000,00, biaya listrik 

perbulan Rp 400.000,00, total semuanya Rp 12.300.000,00, dan sisanya 

dimasukkan uang kas untuk keperluan yang lain-lain.  

Keuntungan yang diperoleh dari anggotanya setiap hari relative, 

artinya jika kondisinya dalam keadaan ramai maka keuntungan yang diperoleh 

bisa besar. Sedangkan jika kondisinya lagi sepi maka keuntungan yang 

diperoleh kecil atau menyusut. Seperti halnya dalam musim penghujhan 

pendapatann mereka bisa berkurang dari pendapatan biasanya.  

B. Analisa terhadap pelaksanaan perjanjian di Rental  Play Station 

Perjanjian dalam kerjasama akan mendapatkan manfaat yang besar 

bagi kedua belah pihak, baik dari segi pendapatan dan pengeluaran dari 

Rental. Sedangkan, pelaksanaan perjanjian di Rental itu terdiri dari: syarat-

syarat menjadi anggota Rental Play Station, penanaman modal, dan 

pembagian keuntungan. 

1. Analisa tentang syarat-syarat menjadi anggota Rental Play Station 

Dalam bab III telah dijelaskan bahwa syarat-syarat menjadi anggota 

Rental Play Station, diantaranya adalah modal, wewenang dan agama 

harus sama pula. 
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Hukum islam juga telah menjelaskan bahwa syarat untuk melakukan 

kerjasama (syirkah) yaitu semua anggota perseroan harus dewasa dan 

kehendak sendiri tanpa dipaksa dengan orang lain. 

Modal adalah merupakan syarat yang harus dipenuhiuntuk menjadi 

anggota Rental Play Station. Dan anggota Rental Play Station harus 

menyetujui terhadap modal yang harus ditanamkan yakni sebesar @Rp 

5.000.000,00 yang disetorkan diawal perjanjian. Modal yang disetorkan 

dengn sejumlah uang yang diberikan diawal perjanjian, hal ini sesuai 

dengan syarat syirkah, yang telah ditetapkan oleh para ulama bahwa 

modal itu dicampur sebelum perjanjian syirkah. Sehingga salah satu tidak 

bisa dibedakan lagi.1 

Setelah semua syarat menjadi anggota Rental Play Station sudah 

terpenuhi. Dengan demikian semua anggota Rental Play Station sudah 

mengetahui seluruh hak dan kewajiban menjadi anggota Rental Play 

Station serta konsekwensinya terhadap perjanjian yang telah disetujui. 

Syarat menjadi anggota Rental Play Station secara umum sudah sesuai 

dengan syariat islam dan juga telah disepakati oleh para ulama, oleh 

karena itu keanggotaan dalam Rental Play Station dapat dinyatakan tidak 

bertentangan dengan hukum islam dan sesuai dengan syarat-syarat syirkah 

dalam islam. 

                                                           
1 AbdurRahman Al-Jaziri, Khitabul Fiqh Ala Madzahibul Arba’ah. Alih bahasa. Drs. H. Moh. 

Zuhri, Dapl. Tafl, dkk. Fiqih Empat Madzhab. Jilid 4, (Semarang: Adhi Grafindo, 1994), 150. 
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2. Penanaman modal 

Bab III, telah dijelaskan bahwa penanaman modal merupakan syarat 

mutlak yang harus dipenuhi oleh para anggota syirkah setelah melakukan 

perjanjian, yakni dengan cara memasukkan uang ke dalam 

persekutuannya. Dengan uang atau modal tersebut akan digunakan sebagai 

modal sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disetujui dan modal 

semacam ini dalam Rental Play Station dinamakan dengan sebutan modal 

patungan. 

Islam menegaskan bahwa penanaman modal dari anggota syirkah 

merupakan unsur terpenting, sehingga dimasukkan sebagai salah satu 

syarat yang harus dipenuhi. Karena tujuan syirkah adalah untuk mencapai 

keuntungan, sedangkan keuntungan tidak akan diperoleh tanpa adanya 

modal, oleh karena itu modal adalah inti dari syarat syirkah. 

Menurut Imam Malik, bahwa syarat syirkah yaitu harus satu jenis, 

seperti seorang anggota mengeluarkan modal berupa mata uang emas dan 

yang lain juga harus mengeluarkan modal berupa mata uang emas 

semisalnya, jadi tidak sah bila modal itu berbeda.2 

Imam Hanafi, berpendapat bahwa modal boleh berbeda asalkan 

bernilai sama. Dan membolehkan semua bentuk syirkah apabila syarat-

syarat terpenuhi. 

                                                           
2 AbdurRahman Al-Jaziri, Khitabul Fiqh.., 146. 
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Imam Syafi’I, berpendapat bahwa modal yang dikeluarkan oleh 

masing-masing anggota itu harus satu jenis.3 

Mengenai modal di Rental Play Station ini adalah menggunakan uang 

yang diberikan secara tunai dimaksudkan agar ketika aqad berlangsung, 

modal yang dimasukkan oleh para sekutu itu sudah ada dalam 

kekuasaannya. Oleh karena itu, tidak sah mengadakan persekutuan dengan 

modal yang tidak ada dalam kekuasaannya. Karena hal itu menyebabkan 

tidak tercapainya maksud dan tujuan diadakannya syirkah. 

Bila diperhatikan cara penanaman modal yang diterapkan di Rental Play 

Station, kemudian dibandingkan dengan konsep yang diberikan oleh 

islam, dapat dikatakan bahwa penanaman modal yang diterapkan di Rental 

Play Station ini sesuai dengan ajaran islam dan sesuai dengan syarat-

syarat syirkah. 

3. Analisa pembagian keuntungan 

Ibnu Taimiyah menekankan keharusan adanya keadilan dalam 

kerjasama dan menetapkan pembagian (yang adil pula) dari kedua belah 

pihak atas keuntungan, baik dalam keadaan untung maupun rugi. 

Keuntungan adalah suatu pendapatan tambahan dari penggunaan tenaga 

seseorang dan pihak lain atas modal.4 

                                                           
3 AbdurRahman Al-Jaziri, Khitabul Fiqh.., 151. 
4 A. A. Islahi, Konsepsi Ekonomi Ibnu Taiyimah, (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), 196. 
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Pembagian keuntungan dalam Rental Play Station adalah sesuai dengan 

pembagian sip jaga anggota Rental Play Station dalam waktu jaga yang 

telah ditentukan selama 8 jam per anggota. Penghasilan yang 

didapatkandalam penjagaan Rental Play Station tersebut langsung masuk 

uang saku anggota masing-masing tanpa dikumpulkan terlebih dahulu. 

Sedangkan dalam Bab III, telah dijelaskan bahwa pembagian antara 

satu anggota dengan anggota yang lainnya itu tidak sama, karena 

pembagian keuntungannya mereka lewat sip jaga Rental Play Station 

tersebut. Mengenai pembagian keuntungan ini terjadi perbedaan pendapat 

diantara para fuqaha, secara garis besar terbagi menjadi 3 (tiga) golongan. 

Imam Hanafi, bahwa dia sepakat keuntungan itu mengikuti kepada 

modalnya, yakni apabila modal serikat itu keduanya sama besarnya maka 

keduanya membagi keuntungan separuh-separuh.5  

Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi’I, bahwa apabila ada dua orang 

atau lebih melakukan investasi dalam suatu usaha berdasarkan syirkah, 

maka keuntungan harus dalam proporsi atas jumlah modal yang 

ditanamkan pada mitra usaha tidak punya pilihan untuk menentukan ratio 

atas pembagian keuntungan sesuai dengan jumlah yang ditanamkan.6 

                                                           
5 Ibnu Rusdy, Bidayatul al-Mujtahid. Alih bahasa. Imam Ghazali Said,  Bidayatul Mujtahid. 

Jilid 4, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), 304. 
6 M. Nejatullah Siddiqi, Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam, (Jakarta: 

Dhana Bhakti Prima Yasa, 1996), 20-21. 
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Pendapat Taqyuddin an-Nabhani, bahwa pembagian keuntungan itu 

tergantung kepada kesepakatan mereka. Dan boleh membagi keuntungan 

secara fifty-fifty (merata), dan boleh tidak sama. Berdasarkan Ali ra. “laba 

itu tergantung pada apa yang mereka sepakati bersama”.7 

Dari situ dapat difahami, bahwa pembagian keuntungan yang 

dilakukan Rental Play Station bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum 

islam, karena tidak sesuai dengan pendapat para ulama empat madzhab 

dalam melakukan syirkah. 

4. Analisa implementasi syirkah di Rental Play Station 

Rental Play Station adalah bentuk usaha masyarakat yang tidak 

berbadan hukum. Rental Play Station hanyalah sebuah tempat permainan 

anak-anak dan bisa juga dimainkan oleh orang dewasa pula.  

Hal ini tidak bertentangan dengan syariat islam, karena bertujuan 

untuk memberi hiburan pada masyarakat umum khusunya pada anak-anak. 

Mengenai bentuk syirkah yang diterapkan dalam Rental Play Station ini 

adalah sebuah bentuk muamalah yang bisa disebut juga dengan istilah 

islamnya dengan sebutan syirkah. Pengertian dari syirkah itu sendiri 

adalah perserikatan antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu 

usaha dengan tujuan mencari keuntungan. Tetapi dalam syirkah ini 

ditemukan kejanggalan dalam pembagian hasilnya. Dimana perolehan 

                                                           
7 Taqyuddin an-Nabhani, an-Nidlam al-Iqtishadi fil Islam. Alih bahasa. Drs. Moh. Magfur 

Wachid, Membangun Sistem Ekonomi at-Ternatif Perspektif Islam, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 
157. 
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hasil sip jaga mereka langsung jadi milik sendiri tanpa dikumpulkan 

terlebih dahulu. Pembagian hasil inilah yang menyebabkan dalam syirkah 

ini tidak diperbolehkan, karena tidak sesuai dengan syarat-syarat syirkah 

menurut pendapat para ulama empat madzhab. 

Ulama fiqh membagi syirkah menjadi 2 bentuk, yaitu: 

a. Syirkah Amlāk 

Syirkah dalam bentuk ini, menurut ulama fiqh adalah dua orang 

atau lebih terhadap suatu barang dengan tidak didahului oleh akad 

syirkah. Syirkah dalam kategori ini dibagi menjadi dua macam, yaitu: 

 Syirkah ikhtiyar, yaitu terhimpunnya dua orang di dalam 

memiliki suatu benda dengan kesadaran mereka. Seperti 

mereka menccampurkan hartanya secara kesadaran atau 

mereka membeli barang secara berserikat, atau dengan diberi 

wasiat oleh seseorang kemudian mereka menerimanya.8 

 Syirkah jabr, yaitu sesuatu yang berstatus sebagai milik lebih 

dari satu orang, karena mau tidak mau harus demikian. Artinya 

tanpa adanya usaha mereka dalam proses pemilikan barang 

tersebut, misalnya harta warisan. Karena syirkah berlaku untuk 

barang warisan, tanpa adanya usaha dari pemilik, barang 

menjadi milik bersama.9 

                                                           
8 AbdurRahman Al-Jaziri, Khitabul Fiqh.., 117. 
9 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, (Bandung: PT. Al-ma’arif, 1988) Jilid XII, 175. 
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Kedua bentuk syirkah amlak tersebut, menurut para ulama fikih, 

bahwa status harta dari masing-masing orang yang beserikat, sesuai 

dengan hak masing-masing yang bersifat berdiri sendiri. Apabila 

masing-masing pihk ingin bertindak secara hukum terhadap harta 

serikatnya, harus ada izin dari mitranya, karena seseorang tidak 

memiliki kekuasaan atas bagian harta orang yang menjadi mitra 

serikatnya.10 

b. Syirkah ‘uqud 

Syirkah dalam bentuk ini adalah persekutuan antara dua orang atau 

lebih yang timbul dengan adanya perjanjian.11 

Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa Rental Play Station ini, 

merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan antara dua orang atau 

lebih dan mereka mengadakan perjanjian dengan menggunakan modal, 

dari modal tersebut akan dikelola dan dikembangkan yang akan 

menghasilkan keuntungan. Dalam hal ini adalah sesuai dengan syirkah 

‘uqud, karena dalam syirkah ‘uqud mempunyai kesamaan dengan 

aturan yang terdapat di Rental Play Station ini. 

Oleh karena itu, secara garis besar menurut fuqaha amsar membagi 

syirka ‘uqud menjadi 4 (empat) macam, yaitu: 

1. Syirkah abdān 

                                                           
10 Nasrun Haroen, fiqih muamalah, (Jakarta: Gaya Media  Pratama, 2000), 167-168. 
11 A. Azhar Basyir, Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah, (Bandung: Al-Ma’arif, 

1987), 52. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

72 
 

2. Syirkah inan 

3. Syirkah mufāwadah 

4. Syirkah wujūh.12 

Dari penjelasan bab II, yang sesuai dengan aturan dan perjanjian 

dalam Rental Play Station adalah tidak ada yang sesuai dengan salah 

satu bentuk dan syarat syirkah uqud ini. Karena dalam kerjasama 

Rental Play Station ini dalam pembagian keuntungannya diambil dari 

waktu sip jaga setiap anggotanya masing-masing. 

Bentuk kerjasama yang semacam ini, tidak termasuk dalam unsur 

gharar, karena ketidakpastian dalam gharar akan menyentuh 

kemungkinan hanya “untung bagi satu pihak” dan “rugi bagi pihak 

lain”. Menurut Wahbah al-Zuhayli mengatakan bahwa gharar adalah 

al-khida’ (penipuan), yaitu suatu tindakan yang didalamnya 

diperkirakan tidak ada unsur kerelaan. Sedangkan dalam kerjasama 

Rental Play Station ini tidak ada salah satu pihak yang merasa 

dirugikan dan mereka dalam membangun kerjasama seperti ini sama-

sama rela dalam perolehan setiap harinya berbeda-beda. 

Dengan demikian, kerjasama di Rental Play Station ini 

diperbolehkan, karena dalam pembagian hasil tidak ada salah satu  

pihak yang merasa ditipu atau dirugikan. 
                                                           

12 Ibnu Rusdy, Bidayatul al-Mujtahid..., 301. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah diuraikan secara panjang lebar beberapa pembahasan diatas, selanjutnya 

dapat disimpulkan, sebagai berikut: 

1. Mekanisme syirkah di Rental Play Station di Desa Mlorah Kecamatan Rejoso 

Kabupaten Nganjuk ini sudah sesuai dengan pengertian syirkah, yaitu 

kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha. 

2. Menurut Wahbah Zuhayli, gharar adalah suatu tindakan yang didalamnya 

diperkirakan tidak ada unsur kerelaan. Sedangkan dalam pembagian bagi hasil 

di Rental Play Station ini yang sesuai dengan sip jaganya diperbolehkan, 

karena dalam ranah mu’amalah suatu kerjasama dimana pihak pertama dan 

pihak kedua saling tidak merasa ditipu maupun dirugikan tidak ada masalah 

asalkan semua pihak sama-sama rela.  

B. Saran  

Ada 2 (dua) saran yang ingin penulis samoaikan, yaitu: 

1. Saran untuk semua anggota Rental Play Station, agar dalam pembagian hasil 

di Rental ini dibagi rata sesuai pembagian penanaman modal awal mereka. 
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2. Di harapkan pada semua pengelola Rental Play Station ini sebaiknya 

menggunakan kerjasama syirkah yang tidak mendekati adanya unsur gharar. 
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